
PERSOALAN mafia tanah di In-
donesia bukan sekadar konflik 
kepemilikan lahan, tetapi 

telah berkembang menjadi keja-
hatan terstruktur yang merugikan 
masyarakat luas. Di balik sengketa 
tanah terdapat kelompok rentan 
yang sering kali menjadi korban dan 
paling terdampak, yakni perempuan. 

Dalam konteks ini, upaya mem-
berantas mafia tanah dalam konteks 
hukum agraria harus berjalan se­
iring dengan perlindungan hukum 
terhadap perempuan, atau hukum 
agraria berperspektif gender. 

Perempuan kerap memiliki posisi 
yang lemah dalam penguasaan dan 
kepemilikan tanah. Faktor budaya 
patriarki, minimnya akses terhadap 

informasi hukum, serta keterba-
tasan ekonomi membuat mereka 
rentan kehilangan hak atas tanah. 
Dalam banyak kasus, perempuan 
tidak tercantum sebagai pemilik sah 
dalam sertifikat, meskipun mereka 
memiliki peran penting dalam me-
ngelola dan mempertahankan lahan 
keluarga. 

Dalam praktik mafia tanah, 
perempuan sering kali menjadi 
korban ganda. Ketika tanah mereka 
diserobot oleh mafia, mereka tidak 
hanya kehilangan aset ekonomi, 
tetapi juga sumber penghidupan dan 
identitas sosial. Ironisnya, proses 
hukum yang ada belum sepenuhnya 
mampu memberikan perlindungan 
yang adil dan responsif terhadap 
kondisi tersebut.

Hukum agraria Indonesia sejatinya 
telah memberikan dasar untuk per-
lindungan hak atas tanah bagi kaum 
perempuan, sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA. Namun, 

dalam praktiknya, implementasi hu-
kum sering kali belum sensitif terha-
dap kebutuhan perempuan. 

Oleh karena itu, negara perlu 
mengintegrasikan perspektif gen-
der dalam kebijakan pertanahan. 
Ini bukan sekadar soal keadilan bagi 
perempuan, tetapi juga bagian dari 
strategi pembangunan berkelanjutan.

PEREMPUAN DAN 
KONFLIK TANAH

Tanah memiliki nilai ekonomi 
tinggi, yang memicu sengketa perta-
nahan. Salah satu penyebab sengketa 
ialah keterlibatan mafia tanah dalam 
pengambilalihan hak atau peralihan 
hak. Mafia tanah juga menciptakan 
spekulasi harga tanah, karena tanah 
ditempatkan sebagai komoditi in-
vestasi yang menjanjikan, sehingga 
menarik minat pihak-pihak tertentu 
untuk memiliki dan menguasainya 
dengan berbagai cara, termasuk de-
ngan melanggar hukum.

Kepemilikan dan penguasaan 
tanah yang dilakukan dengan usaha 
yang tidak sah ini tidak hanya ter-
jadi pada tanah-tanah di daerah 
pinggiran, tetapi terjadi juga di 
kota-kota besar. Tanah-tanah yang 
ditelantarkan oleh pemiliknya selalu 
menjadi incaran para mafia tanah 
untuk menyerobot dan menerbitkan 
sertifikat tanah atas nama pihak 
lain. Kejahatannya dilakukan secara 
terorganisasi, maka sulit dilacak 
secara hukum. Mereka sering kali 
berlindung di balik penegakan dan 
pelayanan hukum.

Banyaknya korban mafia tanah 
yang dialami perempuan menun-
jukkan sistem perlindungan hukum 
agraria masih belum berpihak ke-
pada hak-hak perempuan atas tanah. 
Demikian juga dalam penanganan 
sengketa tanah yang ditimbulkan 
oleh praktik mafia tanah. Perem-
puan selalu dirugikan karena diang-
gap tidak memiliki hak dan tidak 
mewakili pemegang hak. 

Kasus di Surabaya yang menimpa 
nenek Elina Widjajanti, berusia 80 
tahun, yang diusir oleh preman, 
menjadi perhatian publik. Juga ka-
sus yang dialami Mursiti (60 tahun) 
di Bekasi dan kasus Siti Hawa (67 

tahun), seorang perempuan adat 
Rempang yang ditetapkan menjadi 
tersangka dalam konflik tanah adat. 
Semua kasus tersebut memperlihat-
kan bagaimana perempuan menjadi 
kelompok paling rentan, baik se-
bagai sasaran mafia tanah maupun 
penggusuran.

Perlindungan hak atas tanah 
bagi kaum perempuan dapat di-
mulai dengan penerapan gender 
mainstreaming, sehingga penerap­
annya tidak bias gender dan tidak 
menimbulkan masalah baru pada 
perempuan yang berkonflik dalam 
masalah pertanahan. Terlebih lagi 
di era digitalisasi sertifikat tanah, 
yang ditujukan untuk memberi 
kepastian hukum bagi pemegang 
haknya, maka perlindungan bagi 
kaum perempuan harus menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
modernisasi pendaftaran tanah.

STRATEGI KEBIJAKAN
Pencegahan kasus-kasus tanah 

yang melibatkan mafia tanah untuk 
melindungi perempuan agar men-
dapatkan keadilan, harus mencakup 
aspek legal formal, teknologi infor-
masi, dan penegakan hukum yang 
tegas, serta pembaruan regulasi. Se-

lain itu, diperlukan penyederhanaan 
birokrasi di bidang pengadaan tanah 
untuk pembangunan infrastruktur 
dengan mengedepankan prinsip ke-
hati-hatian, prinsip penghormatan 
terhadap hak-hak atas tanah bagi 
perempuan, dan prinsip keadilan. 

Peranan Satgas Mafia Tanah yang 
sudah ada dalam pencegahan dan 
pemberantasan praktik mafia ta-
nah harus diperkuat dengan pem-
bentukan komisi antimafia tanah. 
Jika perlu membentuk lembaga 
peradilan tersendiri dalam hal pe-
nyelesaian sengketa tanah, dengan 
melibatkan para akademisi, untuk 
mencari formula yang tepat agar 
persoalan mafia tanah dapat diatasi 
hingga ke akarnya.

Upaya melawan mafia tanah ti-
dak akan efektif kalau hanya fokus 
pada penindakan pidana. Harus ada 
pendekatan sistemik melalui refor-
masi administrasi pertanahan dan 
penegakan hukum yang konsisten. 
Integrasi perspektif gender dalam 
kebijakan pertanahan, termasuk 
edukasi hukum bagi masyarakat, 
terutama perempuan, agar sadar 
haknya. Kalau tidak, kita hanya 
akan ‘memadamkan kebakaran kecil 
tanpa menyentuh akar masalahnya’.
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DEMOKRASI Indonesia hari 
ini tidak sedang runtuh – 
tetapi berputar di tempat. 
Ia bekerja secara prose-

dural: pemilu berjalan, kekuasaan 
berganti, institusi berdiri. Namun, di 
balik itu semua, politik kita cende-
rung kehilangan kesinambungan. Ia 
bergerak dalam siklus lima tahunan 
yang repetitif: datang, bertarung, 
menang atau kalah, lalu kembali ke 
titik awal.

Setiap pemilu, kita seperti memu-
lai dari nol. Setiap periode kekua-
saan, kita seperti mengulang pe-
lajaran yang sama. Dalam situasi 
seperti ini, pertanyaan yang layak 
diajukan bukan lagi apakah demo-
krasi kita berjalan, melainkan: ke 
mana arah demokrasi ini bergerak?

BELAJAR DARI SEJARAH
Jika kita menengok ke belakang, 

perjalanan politik Indonesia justru 
menunjukkan bahwa arah bangsa 
tidak selalu lahir dari kompetisi 
semata, tetapi dari kemampuan 
membangun konsolidasi. Dalam 
forum BPUPKI, para pendiri bangsa 
memperdebatkan dasar negara de-
ngan tajam, bahkan ideologis. Na-
mun, tujuan akhirnya bukan saling 
meniadakan, melainkan menemu-
kan titik temu yang dapat menjadi 
fondasi bersama. Di sanalah embrio 
common ground Indonesia lahir. 

Pada periode berikutnya, sejarah 
mencatat upaya-upaya menghim-
pun kekuatan politik dalam skala 
yang lebih luas. Misalnya, Front 
Nasional pada masa Sukarno, atau 
Sekretariat Bersama Golkar pada 
periode berikutnya. Keduanya me-
rupakan contoh bagaimana negara 
berupaya membangun stabilitas 
melalui konsolidasi kekuatan politik 
dan sosial. 

Keduanya memang bukan tanpa 
catatan kritis. Bahkan dalam ba-

nyak hal, ia menyisakan problem 
serius terkait dengan dominasi 
dan keterbatasan ruang demokrasi. 
Namun, ada satu pelajaran penting 
yang tetap relevan: stabilitas dan 
arah kebangsaan membutuhkan 
konsolidasi, bukan sekadar kompe-
tisi yang tak berujung.

Hari ini kita hidup dalam sistem 
presidensial dengan konfigurasi 
multipartai yang sangat terbu-
ka. Secara desain, sistem ini me­
nempatkan presiden dan parlemen 
sebagai dua institusi dengan legiti-
masi yang setara, sekaligus fungsi 
saling mengimbangi. Namun, dalam 
praktiknya, kita justru mengadopsi 
logika parlementer melalui koalisi 
yang cair dan transaksional.

Koalisi dibangun bukan atas da-
sar kesepahaman programatik, 
melainkan sebagai instrumen pem-
bagian kekuasaan. Ia bersifat jangka 
pendek, mudah berubah, dan sering 
kali kehilangan arah setelah tujuan 
elektoral tercapai. Akibatnya, poli-
tik kita menghadapi dua problem 
sekaligus: fragmentasi tanpa 
struktur di satu sisi 
dan kerja sama 
tanpa fondasi di 
sisi yang lain. De-
mokrasi memang 
berjalan, tetapi sulit 
untuk berkembang. 
Ia terus terperangkap 
dalam karakternya yang 
prosedural.

Di titik inilah gagasan blok politik 
menjadi relevan untuk dipertim-
bangkan. Blok politik bukanlah 
peleburan partai; bukan pula koalisi 
jangka pendek. Ia adalah kerja sama 
strategis yang dibangun di atas 
kesepahaman programatik dan visi 
jangka menengah-panjang tanpa 
menghilangkan otonomi masing-
masing entitas politik. 

Jika koalisi bersifat reaktif, maka 
blok politik bersifat by design. Jika 
koalisi berorientasi elektoral, maka 
blok politik berorientasi struktural. 
Dalam kerangka ini, blok politik 

berfungsi sebagai wadah konsoli-
dasi gagasan, ruang koordinasi ke-
bijakan, sekaligus jembatan antara 
stabilitas dan demokrasi.

LEBIH DARI PEMILU
Selama ini, politik kita terlalu di-

dominasi oleh preferensi elektoral. 
Siapa dipilih, siapa menang, hingga 

siapa mendapatkan kursi. Padahal 
politik lebih dari itu. Padahal de-
mokrasi bukan sekadar pemilu. Ia 
membutuhkan sesuatu yang lebih 
mendasar: common ground.

Common ground adalah kesepa­
haman minimal tentang arah 
bangsa –tentang apa yang harus 
dijaga bersama, terlepas dari perbe-
daan (paham) politik yang ada. Blok 
politik memungkinkan ruang untuk 
menyusun kesepahaman tersebut 
sebelum kompetisi terjadi. Ia men-
jadi ruang di mana berbagai entitas 
sosial bertemu guna berdialektika 
di dalam soal-soal kepolitikan. De-
ngan demikian, politik tidak lagi 
semata-mata tentang menang atau 
kalah, tetapi tentang apa yang mesti 
diperjuangkan di ruang publik.

Demokrasi yang matang juga 
tidak hanya ditopang oleh partai 
politik. Ia membutuhkan inter-
aksi yang sehat antara political 
society dan civil society. Selama ini, 
relasi keduanya cenderung kaku 
dan berjarak. Civil society berada di 
luar sebagai pengkritik, sementara 
political society berada di dalam se-

bagai pengambil keputusan suatu 
kebijakan. 

Blok politik membuka kemungkin­
an untuk mempertemukan keduanya 
dalam ruang yang lebih cair dan 
produktif. Ruang di mana gagasan 
diuji secara terbuka, pengalaman 
lapangan bertemu dengan desain 
kebijakan, dan perbedaan menjadi 
sumber pembelajaran. Dari ruang se-
perti ini, kita bisa mulai membangun 
sesuatu yang selama ini jarang hadir 
dalam politik kita: mimpi bersama 
tentang masa depan Republik yang 
lebih baik dari waktu ke waktu.

Salah satu kelemahan demokrasi 
kita hari ini ialah adanya jarak an-
tara aspirasi dan kebijakan. Banyak 
gagasan publik berhenti sebagai 
tuntutan, tanpa pernah menjadi ke-
bijakan yang operasional. Di sisi lain, 

kebijakan sering kali kehilangan 
basis legitimasi sosialnya.

Konsep blok politik dapat 
menjadi jembatan di antara 

keduanya. Ia memungkinkan 
agenda publik diterjemahkan 

ke dalam kerangka yang 
lebih sistematis, rasional, 
dan implementatif di 

berbagai level kebijakan. 
Dengan cara ini, demokrasi 

tidak hanya menjadi arena 
ekspresi, tetapi juga mekanisme 

produksi solusi.
Di dalam blok politik, demokrasi 

deliberatif lebih memungkinkan 
terjadi. Di sini, aspirasi tidak lagi 
‘disampaikan’, melainkan menjadi 
bagian dari ‘agenda politik’ bersama. 
Aspirasi tidak lagi berasal dari ‘luar’, 
tetapi ‘lahir’ dari dalam blok seba-
gai program politik bersama. Lebih 
dari itu, dukungan dan kekuatan 
political society menjadi lebih auten-
tik. Kekuatannya tidak sekadar ber-
asal dari pengakuan formal yuridis 
belaka. Kaki-kaki dukungan akan 
lahir dari akar rumput dengan 
sebenar-benarnya. Suara-suara di 
masa elektoral pun tidak lagi ber-
asal dari perilaku transaksional dan 
sejenisnya.

Lebih jauh lagi, politik tidak lagi 
hanya soal dan seputar memenang-
kan kursi kekuasaan belaka. Politik 
akan mewujud dalam ekspresi 
yang lebih esensial: bahwa politik 
adalah tentang membangun kehi-
dupan bersama yang lebih rasional 
dan beradab. Bahwa politik bukan 
semata urusan kekuasaan lima ta-
hunan. Politik adalah juga ruang 
bagi segenap warga negara untuk 
memanifestasikan partisipasinya. 

NAIK KELAS
Jika common ground, ruang ko-

laborasi, dan saluran agenda publik 
dapat dibangun, maka demokrasi 
kita tidak hanya berjalan, tetapi juga 
akan berkembang. Ia bergerak dari 
praktik prosedural menuju praksis 
yang melahirkan substansi; dari 
praktik yang transaksional menuju 
kerja yang programatik; dari gerak 
yang fragmentatif menjadi lebih 
kolaboratif. Inilah yang dapat kita 
sebut sebagai demokrasi yang naik 
kelas; demokrasi yang tidak hanya 
mengelola kompetisi, tetapi juga 
mampu membangun arah.

Pada akhirnya, politik bukan 
sekadar tentang siapa yang ber-
kuasa, tetapi tentang bagaimana 
kekuasaan itu diarahkan. Blok poli-
tik bukanlah tujuan akhir. Ia adalah 
alat dan juga ikhtiar untuk merapi-
kan cara kita berpolitik, sekaligus 
membuka ruang bagi lahirnya ima-
jinasi baru tentang apa yang disebut 
‘republik’. 

Sejarah telah menunjukkan bahwa 
bangsa ini mampu dan kerap mene-
mukan titik temu di tengah perbe-
daan. Tantangan kita hari ini ialah 
menunaikan tugas yang sama, tetapi 
dalam kerangka demokrasi yang 
lebih matang: lebih terbuka, lebih 
rasional, dan lebih berkeadaban. 
Karena, tanpa arah bersama, demo-
krasi hanya akan menjadi rutinitas. 
Dan, tanpa mimpi bersama, politik 
hanya akan menjadi perputaran 
tanpa makna dan terus membuat 
kita tinggal di kelas yang sama.
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